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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak dengan menggunakan 

metode convenience sampling. Teknik dan metode analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 

16.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan prosedur 

organisasi dan strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 

 

Kata kunci: struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya 

organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud 

pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara 

langsung oleh Wajib Pajak. Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung 

penerimaan negara sangat penting. Besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun 

selalu meningkat setiap tahun. Saat ini sekitar 70% APBN di Indonesia dibiayai 

dari besarnya penerimaan pajak. 

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan 

ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, 

perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan 

dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa 

penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi 

perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi 

penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan 

menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib 

Pajak (Rapina, et al. 2011). 

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, 

pemerintah setiap tahun berusaha memperbaiki sistem administrasi perpajakan. 

Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dengan diterapkannya modernisasi 

perpajakan sejak dua dekade yang lalu. Modernisasi perpajakan di awali pada 

tahun 1983 dengan melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap kebijakan 

perpajakan. 



 
 

 
 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi struktur organisasi 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Kota Surakarta. 

2. Membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi prosedur organisasi 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Kota Surakarta. 

3. Membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi strategi organisasi terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota 

Surakarta. 

4. Membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi budaya organisasi terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota 

Surakarta? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Struktur Organisasi 

Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), struktur 

organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah 

ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit 

terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan 

komunikasi formal. 



 
 

 
 

Aprilina (2013) mengemukakan bahwa dimensi penerapan modernisasi 

struktur organisasi terdiri dari: (1) Spesifikasi tugas dan tanggung jawab; (2) 

Menyelesaikan dan menyempurnakan implementasi Sistem Informasi Perpajakan 

(SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT); (3) Sistem 

monitoring pelaporan rutin melalui rekening Wajib Pajak (Taxpayers Account); 

(4) Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan. 

B. Prosedur Organisasi 

Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), prosedur 

organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, 

pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur 

organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. 

Dimensi penerapan modernisasi prosedur organisasi terdiri dari: (1) 

Pelayanan satu pintu melalui Account Representative (AR); (2) Penyederhanaan 

prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan 

dan pemeriksaan pajak; (3) Dukungan teknologi informasi modern dalam 

memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak (Sofyan, 

2005:39-40). 

C. Strategi Organisasi 

Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), strategi 

organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan 

memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada 

sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan 



 
 

 
 

selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan 

yang bermakna.  

Menurut Aprilina (2013) kegiatan modernisasi strategi organisasi meliputi: 

(1) Sensus pajak Nasional; (2) Kampanye sadar dan peduli pajak; (3) Simplifikasi 

administrasi perpajakan;  

D. Budaya Organisasi 

Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), budaya 

organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai nilai 

yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-

anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh 

anggota organisasi. 

Kegiatan modernisasi budaya organisasi meliputi: (1) Adanya program 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa (goodgovernance); (2) Pemberian 

Tunjangan Kegiatan Tambahan kepada pegawai pajak; (3) Fasilitas perkantoran 

modern (Aprilina, 2013). 

E. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan Safri 

Nurmantu yang dikutip oleh Sinaga (2011), sebagai suatu iklim kepatuhan dan 

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: (1) 

Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-

undangan perpajakan; (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (3) 

Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; (4) Membayar pajak yang 

terutang tepat pada waktunya. 



 
 

 
 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan sesuatu yang menggunakan penelitian dengan angka dan melakukan 

analisis data dengan prosedur statistik. 

B. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta 2013.  

C. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk menghitung jumlah sampel minimum yang akan digunakan penelitian, 

menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan 

metode convenience sampling.  

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden yang menjadi 

sampel untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam kuisioner. Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner. Jenis 

kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup, dengan responden dapat 

memilih jawaban yang telah disediakan di dalam kuisioner. Kuisioner dibagikan 



 
 

 
 

kepada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta yang 

telah dipilih untuk menjadi responden. 

F. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

1. Variable Independent 

Variable independent dalam penelitian ini adalah variabel Penerapan Sistem 

Administrasi Perpajakan Modern (X) yang dikembangkan dalam variabel 

reformasi administrasi perpajakan menurut Nasucha dalam Fasmi dan Misra 

(2013), terdiri dari struktur organisasi (𝑋1), prosedur organisasi (𝑋2), strategi 

organisasi (𝑋3), budaya organisasi (𝑋4). 

2. Variable dependent 

Variable dependent dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak.  

Variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Masing-masing pertanyaan diberi 

skor berdasarkan skala Likert 1 sampai 5. 

G. Metode Analisis Data 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas penelitian ini merupakan pengujian validitas setiap item 

pertanyaan dengan menghitung korelasi Product Moment Pearson antara 

skor item dan skor total. Hasil uji dari validitas angket menggunakan 

program SPSS 16 for Windows diperoleh nilai r-hitung > r-tabel (0,2257). 

 



 
 

 
 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 0,6, hasil 

tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah 

reliabel. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan pengujian Kolmogorof-

Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi > 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai tolerance dan 

nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada atau tidaknya 

multikolinieritas diantara variabel bebas. Dari hasil pengujian diperoleh 

nilai tolerance angka > 0,10 dan nilai VIF menunjukkan < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikoleniaritas pada model regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini menggunakan uji Gleyser sebagai indikator terjadinya 

heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi (Sig) 

> 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 

digunakan tidak terkena heteroskedastisitas. 

 



 
 

 
 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variable 

independent terhadap variable dependent. Dari hasil pengujian dapat 

dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut: 

KWP = 11,101 + 1,327𝑆𝑘𝑜  + 0,103𝑃𝑟𝑜   + 0,083𝑆𝑔𝑜   + 0,755𝐵𝑑𝑜 +  ε 

b. Uji Koefisien Determinasi 

Untuk uji koefisien determinasi dapat dilihat berdasarkan nilai adjusted R 

Square yang menunjukkan angka sebesar 0,503. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan 

budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 

50,3% dan sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi oleh faktor lain. 

c. Uji F 

Pada penelitian ini diperoleh F hitung 19,965 > F tabel 2,50. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini adalah fit. 

d. Uji t 

(1) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel struktur organisasi 

menunjukkan nilai untuk t hitung 5,655 > t tabel 1,99394, sehingga 

hasil penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. Artinya struktur 

organisasi memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

(2) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel prosedur organisasi 

menunjukkan nilai untuk t hitung 0,454 < t tabel 1,99394, sehingga 



 
 

 
 

hasil penelitian ini menerima Ho dan menolak Ha. Artinya tidak ada 

pengaruh antara prosedur organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

(3) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel strategi organisasi 

menunjukkan nilai untuk t hitung 0,425 < t tabel 1,99394, sehingga 

hasil penelitian ini menerima Ho dan menolak Ha. Artinya tidak ada 

pengaruh antara strategi organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

(4) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel budaya organisasi 

menunjukkan nilai untuk t hitung 3,258 > t tabel 1,99394, sehingga 

hasil penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. Artinya ada 

pengaruh antara budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

H. Simpulan 

1. Variabel struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, hal ini 

membuktikan bahwa penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha.  

2. Variabel prosedur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,651 > 0,05, 

hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menerima Ho dan menolak Ha. 

3. Variabel strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,672 > 0,05, 

hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menerima Ho dan menolak Ha.  

4. Variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,002 < 0,05, hal ini 

membuktikan bahwa penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha.  



 
 

 
 

I. Saran 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama Surakarta: 

Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa prosedur organisasi dan strategi 

organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh 

karena itu, dibutuhkan kerja keras dari petugas pajak untuk meningkatkan 

prosedur dan strategi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak agar dapat 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Misalnya dengan memberikan 

pelayanan yang optimal dari petugas pajak kepada Wajib Pajak dan 

meningkatkan strategi dalam sosialisasi kepada Wajib Pajak. Dengan 

dilakukannya upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat 

meningkatkan penerimaan pajak. 

2. Bagi peneliti selanjutnya: 

a. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-

variabel yang lain, seperti kepuasan Wajib Pajak, pemahaman Wajib 

Pajak dan akuntabilitas, agar dapat membandingkan dan 

menyempurnakan hasilnya dengan penelitian ini. 

b. Penelitian selanjutnya juga disarankan menambah jumlah KPP Pratama 

sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan untuk seluruh KPP Pratama 

yang ada di Indonesia. 

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan penelitian 

yang mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah 

diadakannya Sistem Administrasi Perpajakan Modern agar hasilnya 

bisa lebih signifikan. 
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